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Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota
Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik
Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara
menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas
dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan
Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota
Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu K ota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden
dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan
dalam mengel ola K euangan Negara dalam |bu K ota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri
menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengel olaan K euangan Negara. Pada
praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief
Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola
Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan I1bu K ota Nusantara, sehingga terjadi
kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

...... This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority.
This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of
Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently
amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion
among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the
government funds the devel opment of the capital city. Funding for the new capital city receives funding
sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the
Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the
Authority is at the same level asthe Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage
State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that
thereisan indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State
Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but
in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation,
development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is
used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in
the Development of the Archipelago Capital City.
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